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1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berupa rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
RKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan SKPD berjangka 1 (satu) tahun yang
memuat kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan
SKPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja SKPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD
yang merupakan penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen
perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan
jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja SKPD disusun dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta
urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah
dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi
masyarakat yang tumbuh berkembang di BPPKAD Kabupaten Temanggung berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2018.



Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Temanggung disusun dengan tahapan
dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut:
a. Pengolahan data dan informasi.
Mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan
permasalahan pelayanan internal BPPKAD Kabupaten Temanggung.
b. Analisis gambaran pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung
Yaitu menentukan indikator kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi,
mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan
pada setiap jenis indikator, mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis
indikator,menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan
perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk
pelaksanaan tahun berjalan, serta menghitung proyeksi kebutuhan besaran target
yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya
akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana,
sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan BPPKAD Kabupaten Temanggung
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra BPPKAD
Kabupaten Temanggung
d. Yaitu mencakup:
1). Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan.
2). Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan.
3). Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
4). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program atau kegiatan tersebut.
5). Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja
pelayanan.
6). Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



Review capaian prioritas dan target program Renstra BPPKAD Kabupaten

Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1). Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan
target kinerja program.

2). Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat
sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra BPPKAD
Kabupaten Temanggung.

3). Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan
capaian kinerja program Renstra dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

4). Identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian
kinerja Renstra sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu
dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan
dari pelaksanaannya.

. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung.

Isu-isu strategis pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

dilakukan oleh BPPKAD pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan umum yang dihadapi BPPKAD Kabupaten Temanggung antara lain :

1). Belum dikertahuinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendekati
kondisi riil

2). Sulitnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan

3). Perekonomian kabupaten Temanggung yang berbasis agraris atau bukan daerah
wisata, industri, dan bisnis, sehingga kurang mendukung pertumbuhan jumlah
dan peningkatan penerimaan pajak daerah.

4). Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi (belum
menyatu) sehingga sering menimbulkan permasalahan.

5). Software SIAK akrual yang baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan
dalam implementasinya dikarenakan SDM belum sepenuhnya
mengimplemtasikan software SIAK

6). Masih banyak SKPD yang melaporkan SPJ dan Laporan Keuangan terlambat



7). Pengelolaan barang milik daerah belum optimal
8). Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan
Kabupaten Temanggung
9). Pengelolaan keuangan Daerah belum optimal
10).Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset
belum didukung bukti kepemilikan yang sah
11).Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset
12). SDM pejabat pengurus barang/pembantu pejabat pengurus barang
13). Seringnya ganti-ganti pejabat pengurus barang/pembantu pengurus barang
14). Jenjang koordinasi yang terlalu panjang terutama di Dinas Pendidikan dari SD,
UPT, Dinas.
15). Terlalu banyak pejabat pengurus barang/pembantu penjabat pengurus barang
karena mengurus sampai ke SD.
f. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau
target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk
setiap program atau kegiatan untuk DPPKAD Kabupaten Temanggung.
Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:
1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam
rancangan awal RKPD.
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak
sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut
objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
g. Perumusan tujuan dan sasaran.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung.



h. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan
jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun vyang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung.

i. Perumusan kegiatan prioritas.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting
terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam
pembangunan daerah.

j- Penyajian awal dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung.
Penyusunan dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan
kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari
pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam
bentuk sebuah dokumen.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung.

Penyempurnaan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan
setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD
Kabupaten.

I. Pembahasan forum SKPD.

Pembahasan dalam forum SKPD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan
rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan kesepakatan hasil
musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan
hasil pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan
dalam forum SKPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil

kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renja

DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).
11).

12).

13).

14).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.



15).

16).

17).

18).

19).

20).

21).

22).

23).

24).

25).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

2018.



1.3.

26). Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah
sebagai pedoman bagi BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan
program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta
indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPPKAD Kabupaten
Temanggung untuk Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten
Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun
2018 adalah antara lain sebagai berikut:

1). Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah Tahun 2018 yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada
Pelayanan Publik.

2). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung
selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2018.

3). Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan
kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

4). Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan

BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018.



1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan naskah ini disusun dalam sistematika yang logis dan jelas, dengan maksud

agar setiap apa yang ditulis dalam dokumen Renja ini dapat dipahami dan dimengerti oleh

segenap lembaga dan komponen masyarakat yang berkompeten.

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja BPPKAD Kabupaten

Temanggung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun sebelumnya dan
Capaian Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dalam melakukan penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018,
diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan BPPKAD Kabupaten Temanggung untuk 2
(dua) tahun sebelumnya yaitu evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2016 dan 2017
serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2017.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja
BPPKAD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2017 terhadap
target di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra BPPKAD Kabupaten
Temanggung Tahun 2014-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten
Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program
dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung berupa:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPPKAD Kabupaten
Temanggung

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam BAB ini, antara lain :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

10



Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan tahun kelima
penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan
lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan juga
merupakan penjabaran tahun ketiga Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun
2014-2018.

Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Temangggung Tahun 2013-2018. Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi
dari pencapaian target dan penetapan target di masing-masing RPJMD tersebut diatas
adalah dengan melakukan konversi hasil capaian target BPPKAD Kabupaten Temanggung
2015 dan 2016 kedalam satuan yang digunakan pada Renja BPPKAD Kabupaten
Temanggung Tahun 2017. Konversi dan penyesuaian juga dilakukan pada program yang
digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja DPPKAD Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 dan 2016.

Dengan melakukan konversi dan penyesuaian tersebut maka review atau telaahan
atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya
dan realisasi Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat dilakukan dengan mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan BPPKAD Kabupaten Temanggung dan/atau realisasi
APBD untuk BPPKAD Kabupaten Temanggung. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana

disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD dan
Pencapaian Renstra BPPKAD s.d Tahun 2018
Kabupaten Temanggung
Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah

Real | Targetdan
isasi Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian
Tar Kinerja Target Renstra SKPD s/d
get | Program dan tahun 2017
Kin Kegiatan
erja | Tahun 2016
Targ
Indika Hasi
et
tor I
Akhi
Kinerj Pro
r
a gra Reali
Kine
Progr m sasi
rja Tingka
Urusan/Bidang Urusan| am sat dan Capa
Cap t
Pemerintahan Daerah| (outc | ua Kel Tin ian Keteran
aian Targ Target Capaia
Dan Program/Kegiatan| omes) | n uar gka Prog gan
Prog et Realis program n
/ an t ram Capaian
ram Renj asi dan Realis
Kegiat Kegi Rea dan terhada
(Ren a Renja kegiatan asi
an ata lisa Kegi p target
stra SKP | SKPD Tahun Target
(outp n Si atan akhir
SKP D 2017 Renstr
ut) s/d (%) s/d Renstra
D) as/d
den tahu
tahun
gan n
2017
tah 2017
un
201
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
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11

Urusan wajib

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan KUA & | Tersu | do 2 2 2 2
PPAS sunya | ku
KUA me
& n
PPAS
Penyusunan & Terse | do 2
pelaporan dokumen | diany | ku
perencanaan a me
doku |n
men
peren
canaa
n
Program
peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Penyusunan sistem | Terpe | apl 0 1 1 1 0 1
informasi keuangan | lihara | ika 1
daerah nya Si
SIKD
Pengelolaan Terse | do 71 71 71| 71 71 71
administrasi Gaji diany | ku 71
a me
daftar | n
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gaji
bagi
PNS

3 Percepatan
pemasukan PBB dan
Intensifikasi pajak

daerah

Terlak
sanny
a
penda
taan
wajib
pajak
daera
h,
penya

mpaia

SKPD
dan
SPPT
PBB,
pemu

nguta

pajak
daera

h

De

Sa

266

266

266

266

266

266

266

266

4 Monitoring &

evaluasi PAD

Terlak
sanan
ya
koord
inasi,
monit
oring,

evalu

do
ku

me
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asi

PAD

5 Verifikasi &

prengesahan DPA

Tertib
nya

admin
istrasi
keuan

gan

do
ku

me

71

71

71

71

71

71

71

Pengelolaan

6 keuangan daerah

Terla
ksana
nya
penat
ausah
aan
keuan
gan
daera
h &
SKPD

12

12

12

12

12

12

12

12

7 Penyusunan perda

& perbup ttg APBD

Tersel
engga
ranya
penyu
sunan
perda
&

perbu

p
APBD

do
ku

me

8 Verifikasi RKA

RKA

yg
telah

terver

do
ku

me

71

71

71

71

71

71

71

71
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ifikasi

Penelusuran. Wajib 266 | 266 | 266 | 266 266 | 266 266 | 266
Penagihan & pajak
penanganan yang
permasalahan pajak | adadi
daerah Kabup
aten
Tema
nggun
g
Penyusunan Tersu | do |1 1 1 1 1 1 1 1
pelaporan keuangan | sunya | ku
akhir tahun lapor | me
an n
keuan
gan
akhir
tahun
Pendataan Massal 1 1 1 1 1
SISMIOP
obyek/Subyek PBB-
P2
Pengelolaan
Administrasi pajak
daerah
Program Pembinaan
& fasilitasi
pengelolaan
keuangan
Kabupaten/kota
Peningkatan Terwu 71 71 |71 71 71 71 71 71
pengelolaan judny
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keuangan daerah

a
admin
strasi
keuan
gan
yang

benar

2 Asistensi
Penyusunan laporan

Keuangan

Lapor
an
Keuan
gan

SKPD

lapor
an
keuan
gan
konso
lidasi
yg

benar

do
ku

me

71

71

71

71

71

71

71

71

D Program Pembinaan
& Pengembangan

aparatur

1 Penyediaan Jaminan
social tenaga kerja
non PNS (Bg PTT &

tenaga kontrak)

Jamin
an
sosial
bg
PTT &

tenag

kerja

E Program

17




Pengelolaan Barang

Milik Daerah

1 Pengelolaan barang

milik daerah

Tertib
nya
penat
ausah
aan
baran
g
milik
daera
h &
terlak
sanan
ya

sensu

baran

milik

daera

71

71

71

71

71

71

71

71

2 Analisis kebutuhan
dan inventarisasi

barang milik daerah

Terlak
sanan
ya
analis
a
kebut
uhan
&
invent
arisasi

brg

71

71

71

71

71

71

71

71
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milik

daera

serta
penga

mana

baran

milik
daera
h dg
pema
sanga
n
plang
tanda
kepe
milika
n

baran

milik
daera

h

3 Pemanfaatan dan
penghapusan

barang milik daerah

Terlak
sanan
ya
pema
nfaat
an

baran

71

71

71

71

71

71

71

71
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milik
daera
hyg
mang

krak

pengh

apusa

baran

milik

daera

4 Pembinaan pejabat

pengurus barang

Pemeliharaan

5 SIMBADA

f  Program Pelayanan
Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa

surat menyurat

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

12

12

12

bulan

100

12

12

100

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

Terlak

sanan

bul

an

12

12

12

bulan

100

12

100

100
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daya air dan listrik

ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

3 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

12

12

12

bulan

100

12

100

100

4 Penyediaan alat tulis

kantor

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

12

bulan

100

12

100

100

5 Penyediaan barang
cetakan dan

penggandaan

Terlak
sanan
ya
pelay

anan

bul

an

12

bulan

100

12

100

100
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admin
istrasi
perka
ntora

n

6 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan

bangunan kantor

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

12

bulan

100

12

100

100

7 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-

undangan

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

12

Bulan

100

12

100

100

8 Penyediaan
makanan dan

minuman

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi

perka

bul

an

12

Bulan

100

12

100

100
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ntora

n

1 Rapat-rapat
0 kordinasi dan
konsultasi ke luar

daerah

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

12

Bulan

100

12

100

100

1 Rapat-rapat
1 koordinasi dan
konsultasi dalam

daerah

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

12

Bulan

100

12

100

100

1 Jasa Pelayanan

2 perkantoran

Terlak
sanan
ya
pelay
anan
admin
istrasi
perka
ntora

n

bul

an

13

Bulan

100

13

100

100
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d Program
peningkatan sarana
dan prasarana

aparatur

1 Pembangunan
Gedung Arsip
DPPKAD

Terse

diany

gedun

arsip

DPPK
AD

uni

1 Pengadaan
perlengkapan

gedung kantor

Terlak
sanan
ya
penin
gkata
n
saran
adan
prasar
ana
apara

tur

pa
ket

100

20

2 Pengadaan
Kendaraan Dinas

Operasional

Terlak
sanan
ya
penin
gkata
n
saran
adan

prasar

bu
ah

100

20
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ana
apara

tur

3 Pemeliharaan
rutin/berkala

gedung kantor

Terlak
sanan
ya
penin
gkata
n
saran
adan
prasar
ana
apara

tur

bul

an

12

100

12

12

100

4 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan

dinas/operasional

Terlak
sanan
ya
penin
gkata
n
saran
adan
prasar
ana
apara

tur

bul

an

12

100

12

12

100

5 Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung

kantor

Terlak
sanan
ya
penin
gkata

n

bul

an

12

100

12

12

100
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saran
adan
prasar
ana
apara

tur

6 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan

gedung kantor

Terlak
sanan
ya
penin
gkata
n
saran
adan
prasar
ana
apara

tur

bul

an

12

100

12

12

100

7 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

mantri pajak

Terca
painy
a
target
pema
sukan
PBB-
P2
sesuai

target

bul

an

12

100

12

12

100

8 Penyempurnaan
Gedung Kantor
DPPKAD

Tersel
esaika
n

gedun

8

uni
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kanto

DPPK

AD
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian | Terse | Bu
dinas beserta diany | ah
kelengkapannya a

pakai

an

dinas

bagi

pega

wai

DPPK

AD
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2011
Tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung (BPPKAD).
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten

Temanggung (BPPKAD) mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan
aset daerah;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengelolaan pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan,
dan aset daerah;

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah;

Penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan
anggaran belanja dan pendapatan daerah;

Penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran
belanja dan pendapatan daerah;

Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;

Penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran
pendapatan dan belaja daerah;

Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;

Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian dearah serta pengelolaan
keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD);

Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan

dan aset daerah;
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Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD

No

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
S.D
2016

Status

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Rasio
Realisasi
Pendapatan
Daerah
terhadap
Potensi
Pendapatan

Daerah

%

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,98

100

Rasio
Pendapatan
asli daerah
terhadap

pendapatan

%

16

100
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daerah

Persentase
tertib
administrasi
aset daerah

di SKPD

%

68

68

70

75

80

68

67

68

97

Akuntabilitas
Pengelolaan
keuangan

Daerah

Kriteria

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP
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Struktur organisasi BPPKAD

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Laksana DPPKAD

digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas

Sekretaris

sebagaimana diuraikan di atas dapat

Kasubag Umumé& Kasubag.keuangan Kasubag,Perencanaan
kepeg
Bid. Bid. Bid Bidang Belanja Bidang aset Bid.
Perencaaan Pengelolaan pengendalian, Verifikasi &
& pelayanan data & penagihan & Akuntansi
penetapan keberatan
pendapatan
|
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi analisa Seksi
perencanaan pengelolaan pengendalian pengaggaran kebutuhan & Verifikasi
& pendataan data & penagihan pemberdayaa
n aset
|
Seksi Seksi Seksi keberatan Seksi Seksi inventrisasi Seksi
pelayanan penetapan & restitusi Perbendaharaa & penghapusan Akuntansi
pendapatan n
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Struktur organisasi BPPKAD Kabupaten Temanggung terdiri dari:
1) Kepala Dinas
2) Sekretaris
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3) Kepala Bidang Perencanaan & Pelayanan
a. Seksi perencanaan & pendataan
b. Seksi Pelayanan
4) Kepala Bidang Pengelolaan data & penetapan pendapatan
a. Seksi pengelolaan data
b. Seksi penetapan pendapatan
5) Kepala Bidang Pengendalian, penagihan & keberatan
a. Seksi pengendalian & penagihan
b. Seksi keberatan & retribusi
6) Kepala Bidang Belanja
a. Seksi Penganggaran
b. Seksi Perbendaharaan
7) Kepala Bidang Aset
a. Seksianalisa kebutuhan & pemberdayaan
b. Seksi Inventarisasi & penghapusan
8) Kepala Bidang Verifikasi & Akuntansi
a. Seksi Verifikasi

b. Seksi Akuntasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung maka
dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja
yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di

BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat digambarkan melalui tabel 2.2 berikut:
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Tabel 2.2.

Kondisi Sumber Daya

Manusia

DPPKAD Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung

Tahun 2018
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI
1 2 3
Kondisi pegawai berdasarkan:
1. | Kualisasi Pendidikan
a. SD 3
b. SMP 1
c. SMA 12
d. Sarjana Muda (D-IIl) 4
e. S-1danD-IV 23
f. S-2 13
Jumlah 56
2. | Pangkat/Golongan Ruang
a. Goll 3
b. Golll 15
c. Golll 26
d. GollV 12
Jumlah 56
3. | Jabatan
A Eselonll 1
b. Esselon Il 8
b. Eselon IV 15
c. Jabatan Fungsional Umum 32
Jumlah 56

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2017
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Dari tabel di atas diapat digambarkan bahwa BPPKAD Kabupaten Temanggung

belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di BPPKAD Kabupaten
Temanggung dapat digambarkan melalui tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3.
Kondisi Sarana dan Prasarana

DPPKAD Kabupaten Temanggung

Tahun 2018
NO JENIS SARPRAS JUMLAH | SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. |Tanah 1 Bidang Baik
b. |Gedung 1 Gedung Baik
c. |Alat-alat angkutan 70 Buah Baik
d [Alat-alat Perkantoran 600 Buah baik

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan sudah
cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD
Kabupaten Temanggung .

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci pokok bagi
pencapaian target kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung baik yang tertuang dalam
Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 maupun didalam Renja
DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Indikator kinerja DPPKAD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2014-
2018 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang
pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja
Program DPPKAD Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada
Tabel 2.4. berikut:
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Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program
DPPKAD Kabupaten Temanggung
Tahun 2014-2018

Target Kinerja

Indikator Kinerja Satuan

No Kondisi
Daerah Target | 5014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Akhir
2018
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9
1 | Presentase anggaran % 26 | 25 25 25 25 25

penatausahaan SKPD
terhadap total belanja
langsung SKPD dalam 1
(satu) Tahun

2 | Rasio Realisasi % 0,87 10,87 | 0,87 0,87 0,87 0,87
Pendapatan daerah
terhadap potensi

pendapatan daerah

3 | Akuntabilitas kriteria | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
pengelolaan keuangan
daerah

4 | Rasio Realisasi % 9 9 9 9 9 9

Pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan
daerah

5 | Persentase tertib % 68 68 70 75 80 80
administrasi aset
daerah di SKPD

Sumber : RPJIMD Kabupaten Temanggung Tahun
2013-2018

Adapaun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:
Adapaun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Rasio Realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah (%)
Merupakan Indikator yang menyatakan bahwa realisasi pendapatan daerah
sampai 5 (lima) tahun kedepan masih sama dengan potensi pendapatan

daerah.
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2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kriteria)
Merupakan Indikator yang menyatakan bahwa akuntanilitas pengelola
keuangan daerah dengan kriteria WTP sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

3.  Rasio Pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan daerah (%)
Menyatakan Indikator yang menyatakan bahwa rasio pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan daerah untuk 5 (ima) tahun kedepan mencapai 9 %

4.  Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD
Menyatakan Indikator yang menyatakan bahwa persentase tertib administrasi
aset daerah di SKPD dengan persentase yang meningkat pada setiap
tahunnya.

5. Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung
SKPD dalam 1 (satu) tahun
Menyatakan Indikator yang menyataan bahwa Persentase anggaran
penatausahaan SKPD mengalami penurunan terhadap total belanja langsung

SKPD dalam 1 (satu) tahun

Indikator kinerja Program BPPKAD yang menggambarkan pelayanan BPPKAD
sebagaimana tersebut pada tabel diatas selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke
dalam kinerja pelayanan BPPKAD sesuai dengan target yang dituangkan dalam
Renstra BPPKAD Tahun 2014-2018. Adapun indikator pencapaian kinerja pelayanan
BPPKAD dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut:
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Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

BPPKAD Kabupaten Temanggung

No

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja
Daerah
(Indikator
Program) dan
Indikator
Kegiatan

SPM
(Sta
ndar
Nasi
onal

)

Satua
n
Targe
t

Target Kinerja

Realisasi
Capaian

201

201

201

201

201 | 201
3 4

201

201

Cat
ata

Ana
lisis

3

4

10

11 12

13

14

15

Urusan wajib

Program Perencanaan Pembangunan
Daerah

Persentase
anggaran
penatausahaan
SKPD terhadap
total belanja
langsung SKPD
dalam 1 (satu)
Tahun

%

25

25

25

25

25 25

25

25

Rasio Realisasi
Pendapatan
daerah terhadap
potensi
pendapatan
daerah

%

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87 | 0.8

0.86

0,98

Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan

kriteri
a

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP | WTP

WT

WTP

38




daerah

Rasio Realisasi % 8,9 9 919 9 919 16
Pendapatan asli
daerah terhadap
pendapatan
daerah
Persentase % 75 68 68 70 75 68 68 68
tertib
administrasi
aset daerah di
SKPD
Penyusunan KUA & PPAS Tersusunya KUA doku 2|2 2 2 2 2 2 2
& PPAS men
Penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya doku 0 0 0 0 0 414 4
dan pelaporan SKPD dokumen men
perencanaan
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan sistem informasi Terpeliharanya Aplik 1 1 1 1 1 111 1
keuangan daerah SIKD as!
Pengelolaan administrasi Gaji Tersedianya bulan 12 12 12 12 12 12 | 12 12

daftar gaji bagi

39




PNS

3 Percepatan pemasukan PBB dan

Intensifikasi pajak daerah

Terlaksannya
pendataan wajib
pajak daerah,
penyampaian
SKPD dan SPPT
PBB,
pemungutan

pajak daerah

Desa

266

266

266

266

266

266

266

266

4 Monitoring & evaluasi PAD

Terlaksananya
koordinasi,moni
toring,evaluasi

PAD

SKPD

35

35

35

35

35

35

35

35

5 Verifikasi & prengesahan DPA

Terverifikasi nya
DPA

doku
men

6 Pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya
penatausahaan
keuangan

daerah & SKPD

SKPD

81

81

81

81

81

81

81

81

7 Penyusunan perda & perbup ttg APBD

Terselenggarany

a penyusunan

Perda
perbu
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perda & perbup

APBD
8 Verifikasi RKA RKA yg telah Doku 1 1 1
terverifikasi men
9 Pendataan SISMIOP obyek/Subyek Pendataan Kecam 1 1 1
PBB-P2 missal sisimiop atan
obyek/subyek
PBB-P2
1 Penelusuran. Penagihan & penanganan | Wajib pajak Desa/ | 266 266 | 266
0 permasalahan pajak daerah yang ada di Kel
Kabupaten
Temanggung
11 Penyusunan pelaporan keuangan akhir | Tersusunya Doku 1 1 1
tahun laporan men
keuangan akhir
tahun
12 Pengelolaan administrasi pajak daerah | Tersedianya WP/O
P

data wajib pajak

daerah
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Program Pembinaan & fasilitasi
pengelolaan keuangan

Kabupaten/kota

Peningkatan pengelolaan keuangan Terwujudnya SKPD | 81 81 81 81 81 81 81 81
daerah adminstrasi

keuangan yang

benar
Asistensi Penyusunan laporan Terimplementas Entita 0
Keuangan i system >

akunt

informasi ansi

akuntansi

keuangan

daerah
Penyusunan pelaporan keuangan Tertib lapor SKPD 81 81 81 81 81
daerah adminitrasi

keuangan

daearah
Program Pembinaan & Pengembangan
aparatur
Penyediaan Jaminan social tenaga Jaminan sosial bulan 11|11 11 11 11 11 11 11
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kerja non PNS (Bg PTT & tenaga

kontrak)

bg PTT & tenaga

kerja

Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah
Pengelolaan barang milik daerah Tercapainya SKPD 80 80 80 80 80 80 80 80
Sekol | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472|472 | 472
penatusahaan
ah
yg tertib di 71
SKPD dan 472
Sekolah
Analisis kebutuhan dan inventarisasi Terlaksananya SKPD | 80 80 80 80 80 80 80 80

barang milik daerah

analisa
kebutuhan &
inventarisasi brg
milik daerah
serta
pengamanan
barang milik
daerah dg
pemasangan
plang tanda

kepemilikan
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barang milik

daerah
3 Pemanfaatan dan penghapusan barang | Terlaksananya SKPD | 80 80 80 80 80 80 80 80
milik daerah pemanfaatan
barang milik
daerah yg
mangkrak &
penghapusan
barang milik
daerah
4  Pembinaan pejabat pengurus barang Penatausahaan SKPD, | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608
BMD yang tertib UPTD
dan akuntabel sei<o|
ahan
5 Pemeliharaan SIMBADA Pemeliharaan SKPD | 80 80 80 80 80 80 80 80

dan
pemanfaatan
SIMBADA oleh
SKPD

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
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Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
surat-surat dg
lancer
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terselenggarany bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
daya air dan listrik a pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
penggandaan barang cetakan
& penggandaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12

listrik/penerangan bangunan kantor

komponen
instalasi listrik
untuk
penerangan

kantor
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7 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
peraturan perundang-undangan bahan bacaan &
perundang-
undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
makan, minum
harian, rapat &
tamu
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Tersedianya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
ke luar daerah perjalanan dinas
luar daera
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Tersedianya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
dalam daerah perjalanan dinas
dalam daerah
11 Jasa Pelayanan perkantoran Terlaksananya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12

pelayanan
administrasi

perkantoran

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur
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Pengadaan perlengkapan gedung Terlaksananya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
kantor peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpelihara bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
kantor gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan | Terpeliharanya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
dinas/operasional kenfdaraan

operasional

/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan | Terpeliharanya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
gedung kantor peralatan

gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12
perlengkapan gedung kantor peralatan

gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan | Tercapainya bulan | 12 12 12 12 12 12 12 12

dinas/operasional mantri pajak

target

pemasukan PBB-
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P2 sesuai target

H Program Pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1 Pengadaan pakaian dinas besrta

perlengkapannya

Tersedianya
pakaian dinas
beserta

kelngkapannya

poton
gl

160

120

160

Sumber : Renstra DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-

2018
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2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten

Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten

Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu

sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan

beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7
8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan daerah;

Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah

Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset
belum didukung bukti kepemilikan yang sah

Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset;

Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuagan daerah;

Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Temanggung;

Pengelolaan keuangan daerah belum optimal;

Software SIAK akrual yang baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan dim
implementasinya di karenakan SDM belum sepenuhnya mengimplementasikan
software SIAK;

Rendahnya NJOP (Nilainya Jual Obyek Pajak) jauh dibawah harga pasar
Kesadaran WP rendah (Terutama Rumah makan, hotel, kantin dll)

Perlunya revisi/perbaikan perda/perbup untuk menyesuaikan &mengikuti
perkembangan kondisi lapangan.

Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah terintegrasi antara NIK dan
citra satelit, NIK sebagai NPWP dan Citra satelit sebagai peta obyek pajak
Penghilangan NPOPTKP 60 jt BPHTB dim perolehan tanah/ bangunan yang ke 2
dst oleh WP yang sama dalam setahun pajak yang sama

Penghilangan NJOPTKP 10 jt dim PBB untuk kepemilikan kedua dst oleh WP yang

Sama
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16) SIM reklame terintegrasi antara DPU, BPPKAD, SATPOL PP, Kesbang & perinjinan
17) Pemutakhiran obyek pajak & wajib pajak dg ada Software antara BPPKAD sampai

desa

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan
membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses
perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan,
target, dan pagu angaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana

tabel 2.6. terlampir
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Lampiran :

Tabel 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN TEMANGGUNG
DPPKAD Kabupaten
Temanggung
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Cata
Sat | Targ Satu | Targe
Program / Indikator | uan | et Pagu Program / Indikator an t Pagu tan
. Lokasi . Indikatif : Lokasi . .| Indikatif | Pent
Kegiatan Kinerja Tar | Capa Kegiatan Kinerja Targ | Capai .
: (Rp) (Rp) ing
get | ian et an
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
13
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
A Belanja Pegawai Belanja
Pegawai
1 Belanja Pegawai | Kab. Terpenuhin | % 100 | 5.378.173.] | Belanja Kab. Terpenuhiny | % 100
(Gaiji) Temangg | ya 69 Pegawai Temangg | a kebutuhan 7.698.54
ung kebutuhan (Gaiji) ung gaji dan 4.300
gaji dan tunjangan
tunjangan PNS
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PNS

BELANJA
LANGSUNG
Program Kab. Realisasi 0,87 Program Kab. Realisasi 0,87
Perencanaan Temangg | pendapata Perencanaan | Temangg | pendapatan
Pembangunan ung n daerah Pembanguna | ung daerah
Daerah terhadap n Daerah terhadap
plotensi p[otensi
pendapata pendapatan
nm daerah m daerah
Akuntabilit WTP Akuntabilitas WTP
as pengelolaan
pengelolaa keuangan
n keuangan daerah
daerah
Rasio 9 Rasio 9
pendapata pendapatan
n asli asli daerah
daerah terhadap
terhadap pendaptan
pendaptan daerah
daerah
Persentase 68 Persentase 68
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tertib tertib

administra administrasi

si aset aset daerah

daerah di di SKPD

SKPD
Program
penataan
penguasaan,pem
ilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan
tanah
Pensertifikatan Kab. terwujudnya | dok 136.986.0 Pensertifikatan | Kab. terwujudnya doku 150.000.
tanah pemerintah | Temangg | tanah um 00 tanah Temangg | tanah pemda | men 000
daerah ung pemda yg en pemerintah ung yg bersertifikat

bersertifikat daerah
PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N DAERAH
Penyusunan Kab. Tersusunya | Do 79.999.92 Penyusunan | Kab. Tersusunya doku 300.000.
KUA & PPAS Temangg | KUA & ku 5 KUA & PPAS | Temangg | KUA & PPAS | men 000

ung PPAS me ung
n
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3 Penyusunan dan | Kab. Tersediany | Do 24 | 1.500.000 Penyusunan | Kab. Tersedianya | Dok 24 | 3.000.00
pelaporan 'l:ir;angg a dokumen I;:Je dan I(:]rgnangg dokumen :me 0
dokumen perencana | n pelaporan perencanaan
perencanaan an dokumen

perencanaan
Program
Peningkatan &
pengembangan
pengellaan
keuangan
daerah
Penyusunan
informasi
keuangan Kab. Terwujudn | uni 1 125.000.0 Penyusunan | Kab. Terwujudnya | unit 1 | 250.000.
daerah Temangg va t 00 informasi Temangg | pengelolaan 000
ung ung keuangan yg

pengelolaa keuangan baik

n keuangan daerah

yg baik
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2 Pengelolaan Kab. Tersediany | Bul 12 | 210.000.0 Pengelolaan | Kab. Tersedianya | Bula 12 | 240.000.
administrasi Temangg 2 daftar an 00 adr.r'ministrasi Temangg daft-ar gaji n 000
ung Gaji ung bagi PNS
Gaji gaji bagi
PNS
Percepatan Kab. Terlaksann | ob | 7040 Percepatan Kab. Terlaksannya | Desa 266 [520.955.8
pemasukan PBB | Temangg | ya 85 | 429.441.6 pemasukan Temangg | pendataan 40
dan Intensifikasi | ung pendataan 80 PBB dan ung wajib pajak
pajak daerah wajib pajak Intensifikasi daerah,
daerah, pajak daerah penyampaia
penyampai n SKPD dan
an SKPD SPPT PBB,
dan SPPT pemungutan
PBB, pajak daerah
pemunguta
n pajak
daerah
Pendataan Kab. ob 1| 548.710.9 Pendataan Kab. ob |1 kec.2 | 976.000.
missal sismiop Temangg kec.2 | 50 missal Temangg desa | 000
obyek/subyek ung desa sismiop ung
PBB —P2 di obyek/subye
wilayah k PBB —P2 di
temanggung wilayah
temanggung
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5 Peraturan bupat | Kab. Tersusunny | ob 410 Peraturan Kab. Tersusunnya | ob 4 | 75.000.0
tentang pajak Temangg | a perbup buku bupat Temangg | perbup ttg buku | 00
daerah ung ttg pajak tentang ung pajak daerah

daerah pajak daerah

6 Penyusunan Kab. Tersusunny | buk 1|0 Penyusunan | Kab. Tersusunnya | buku 1 | 100.000.
buku potensi Temangg | a buku u buku potensi | Temangg | buku potensi 000
pajak daerah ung potensi pajak daerah | ung pajak daerah

pajak
daerah

7 Monitoring & Kab. Terlaksany | SKP 35 | 20.000.00 Monitoring & | Kab. Terlaksanya | SKP 35 | 40.000.0
evaluasi PAD Temangg | a D 00 evaluasi PAD | Temangg | koordinasi, D 00

ung koordinasi, ung monitoring,e
monitoring valuasi
,evaluasi pendapatan
pendapata asli daerah
n asli
daerah
8 penelitian & Kab. Terverifika | Do 1 | 50.000.00 Verifikasi & Kab. Terverifikasi | doku 1| 50.000.0
pengesahan DPA | Temangg | sinya DPA | ku 0 pengesahan | Temangg | nya DPA men 00
ung me DPA ung
n
Pengelolaan Kab. Terlaksana | SKP 71 | 3.070.000 Pengelolaan | Kab. Terlaksanany | SKP 71 | 3.500.00
9 Keuangan daerah | Temangg | nya D .000 Keuangan Temangg | a D 0.000
ung penatausa daerah ung penatausaha
haan an keuangan
keuangan daerah
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daerah

Penyusunan Kab. Terselengg | Per 6 | 750.000.0 Penyusunan | Kab. Terselenggar | Perr 800.000.
1 perda & perbup | Temangg | aranya rda 00 perda & Temangg | anya da & 000
0 tentang APBD ung penyusuna | & perbup ung penyusunan | perb

Kabupaten n perda & | per tentang perda & up

Temanggung perbup bu APBD perbup APBD

APBD p Kabupaten
Temanggung

Verifiasi & Kab. Tersusunny | Do 1 | 60.000.00 Verifiasi RKA | Kab. Tersusunnya | Dok 60.000.0
1 penelitian RKA Temangg | a RKA ku 0 Temangg | RKA ume 00
1 ung me ung n

n

1 Penelusuran. Kab. Wajib Des | 266 | 35.000.0 Penelusuran. | Wajib Wajib pajak | Desa | 266 40.000.0
2 00 00

Penagihan & Temangg | pajakyang | a/K Penagihan & | pajak yang ada di /Kel

penanganan ung ada di el penanganan | yangada | Kabupaten

permasalahan Kabupaten permasalaha | di Temanggung

pajak daerah Temanggu n pajak Kabupate

ng daerah n
Temangg
ung
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1 Penyusunan Kab. Tersusunya | Do 1| 69.640.00 Penyusunan | Kab. Tersusunya Dok 1| 100.000.
laporan ku 0 pelaporan laporan ume 000
I T T
pelaporan emangg keuangan me keuangan emange keuangan n
keuangan akhir ung akhir tahun | n akhir tahun ung akhir tahun
tahun
Pengelolaan Kab. Tercetany | Do 2 | 283.805. Pengelolaan | Kab. Tercetanya Dok 2 | 300.000.
1 administrasi Temangg | a SPPT ku 840 administrasi | Temangg | SPPT PBB-P2 | ume 000
4 pajak daerah ung PBB-P2 me pajak daerah | ung serta SKPD n
serta SKPD | n pajak daerah
pajak
daerah
1 Percetakan SPPT | Kab.tema | Tercetanya | dok 0 Percetakan Kab.tema | Tercetanya doku 150.000.
5 PBB-P2 nggung | SPPTPBB- | um SPPT PBB-P2 | nggung | SPPT PBB-P2 | men 000
P2 en
1 Pemutkhiran Kab.tema | Data obyek | OB 0 Pemutkhiran Kab.tema | Data obyek OB 100.000.
6 obyek pajak nggung pjak obyek pajak nggung pjak 000
daerah daerah
1 Lelang tanah Kab.tema | Terlaksana | bid 50.000.00 Lelang tanah | Kab.tema | Terlaksanany | bida 75.000.0
7 bengkok nggung nya tanah | ang 0 bengkok nggung a tanah ng 00
bengkok bengkok
1 Peningkatan Kab. Terwujudn | SKP 71| 210.000.0 Peningkatan | Kab. Terwujudnya | SKP 71 | 250.000.
8 pengelolaan Temangg | ya D 000 pengelolaan | Temangg | administrasi | D 000
keuangan daerah | ung administra keuangan ung keuangan yg
Si daerah benar
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keuangan

yg benar
1 Asistensi Kab. Terimplem | Ent 81 | 69.521.00 Asistensi Kab. Terimplemen | Entit 81 | 150.000.
9 penyusunan Temangg | entasinya | itas 0 penyusunan | Temangg | tasi nya as 000
laporan ung system Ak laporan ung system Aku
keuangan informasi unt keuangan informasi ntan
akuntasi ans akuntasi Si
keuangan i keuangan
daerah daerah
2 Penyediaan Kab. Jaminan 0 Penyediaan Kab. Jaminan 1.790.88
0 jaminan social Temangg | sosial bg jaminan Temangg | sosial bg PNS 6.800
tenaga kerja PNS | ung PNS social tenaga | ung
kerja PNS
2 Penyediaan Kab. Jaminan bul 12 | 90.000.00 Penyediaan Kab. Jaminan bula 12 | 90.000.0
1 jaminan sosial Temangg | sosial bg an 0 jaminan Temangg | sosial bg PTT | n 00
tenaga kerjanon | ung PTT & sosial tenaga | ung & tenaga
PNS (Bg PTT & tenaga kerja non kerja
tenaga kontrak) kerja PNS (Bg PTT
& tenaga
kontrak)
2 Pengelolaan Kab. Tercapainy | SKP 80 | 275.000.0 Pengelolaan | Tercapain | Tercapainya | SKP 80 {200.000.0
2 - Temangg | a D 472 00 - penatusahaa D 472 |00
barang milik ung penatusah | Sek barang milik | ya n yg tertib di | Seko
daerah aanyg ola daerah penatusa | 71 SKPD dan lah
tertib di 71 h haan yg 472 Sekolah
SKPD dan
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472 tertib di
Sekolah 71 SKPD
dan 472
Sekolah
2 Pemeliharaan Kab. Terpelihara | SKP 19.999.60 | PPemeliharaan | Kab. Terpeliharan | SKP 30.000.0
3 simbada Temangg | nya D 0 <imbada Temangg y.a program D 00
ung program Sek ung simbada Seko
simbada ola lah
h
2 Analisis Kab. Terlaksana | SKP 80 | 30.000.00 Analisis Kab. Terlaksanany | SKP 80 | 50.000.0
4 kebutuhan dan Temangg nya analisa D 0 kebutuhan Temangg a analisa D 00
ung ung
inventarisasi kebutuhan dan kebutuhan &
barang milik & inventarisasi inventarisasi
daerah inventarisa barang milik brg milik
si brg milik daerah daerah serta
daerah pengamanan
serta barang milik
pengaman daerah dg
an barang pemasangan
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milik plang tanda
daerah dg kepemilikan
pemasanga barang milik
n plang daerah
tanda
kepemilika
n barang
milik
daerah
2 Pemanfaatan dan | Kab. Terlaksana | SKP 80 | 100.000.0 Pemanfaatan | Kab. Terlaksanany | SKP 80 | 125.000.
5 penghapusan Temangg | nya D 00 dan Temangg | a D 000
ung pemanfaat ung pemanfaatan
barang milik an barang penghapusan barang milik
milik - daerah yg
daerah daerah yg barang milik mangkrak &
mangkrak daerah penghapusa
& n barang
penghapus milik daerah
an barang
milik
daerah
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2 Pembinaan Kab. Terlaksana | keg 83 | 30.000.00 | [Pembinaan Kab. Terlaksanany | kegi 83 | 725.000.
6 ciabat DENZurus Temangg | nya analisis | iata 0 eiabat Temangg | a analisis atan 000
pe] peng ung kebutuhan | n Pel ung kebutuhan
barang dan pengurus dan
inventaris baran inventaris
barang 8 barang milik
milik daerah
daerah
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa | Kab. Terkirimny | bul SKP | 5000.000 Penyediaan Kab. Terkirimnya | bula | SKPD | 5000.000
T D T
surat menyurat CMANEE | 3 surat- an jasa surat CMANEE |\ rat-surat n
ung ung
surat dg menyurat dg lancar
lancar
2 Penyediaanjasa | Kab. Terselengg | bul 12 | 125.000.0 | [Penyediaan Kab. Terselenggar | bula 12 | 250.000.
komunikasi, Temangg aranya an 00 jasa Temangg anya n 000
ung ung
sumber daya air pelayanan komunikasi, pelayanan
dan listrik administra sumber daya administrasi
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Si air dan listrik perkantoran
perkantora
n
3 Penyediaanjasa | Kab. Tersediany | bul 12 | 110.000.0 | [Penyediaan Kab. Tersedianya bula 12 | 150.000.
T 00 T 000
kebersihan emange a jasa an jasa emangs jasa n
ung ung
kantor kebersihan kebersihan kebersihan
kantor kantor kantor
4 Penyediaan alat | Kab. Tersediany | Bul 12 | 30.000.00 | [Penyediaan Kab. Tersedianya | Bula 12 | 50.000.0
tulis kantor Temangg a alat tulis an 0 alat tulis Temangg alat tulis n 00
ung ung
kantor kantor kantor
5 Penyediaan Kab. Tersediany | bul 12 | 30.000.00 | [Penyediaan Kab. Tersedianya bula 12 | 25.000.0
T 0 T 00
barang cetakan emange a barang an barang emange barang n
ung ung
dan cetakan & cetakan dan cetakan &
penggandaan pengganda penggandaan penggandaa
an n
6 Penyediaan Kab. Tersediany | bul 12 | 7.000.000 | [Penyediaan Kab. Tersedianya bula 12 | 25.000.0
T T
komponen emange a an komponen emange komponen : 00
ung ung
instalasi komponen instalasi instalasi
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listrik/peneranga instalasi listrik/penera listrik untuk
n bangunan listrik ngan penerangan
kantor untuk bangunan kantor
peneranga kantor
n kantor
8 Penyediaan Kab. Tersediany | bul 12 | 2.400.000 | [Penyediaan Kab. Tersedianya bula 12 | 2.900.00
bahan bacaan Temangg a bahan an bahan bacaan Temangg bahan n 0
ung ung
dan peraturan bacaan & dan peraturan bacaan &
perundang- perundang perundang- perundang-
undangan -undangan undangan undangan
9 Penyediaan Kab. Tersediany | bul 12 | 60.000.00 | [Penyediaan Kab. Tersedianya | bula 12 | 75.000.0
makanan dan Temangg a makan, an 0 makanan dan Temangg makan, n 00
ung ung
minuman minum minuman minum
harian, harian, rapat
rapat & & tamu
tamu
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1 Rapat-rapat Kab. Tersediany | bul 12 | 100.000.0 | [Rapat-rapat Kab. Tersedianya | bula 12 | 140.000.
0 kordinasi dan Temangg a an 00 kordinasi dan Temangg perjalanan n 000
ung ung
konsultasi ke luar perjalanan konsultasi ke dinas luar
daerah dinas luar luar daerah daera
daera
1 Rapat-rapat Kab. Tersediany | bul 12 | 10.000.00 | [Rapat-rapat Kab. Tersedianya | bula 12 | 10.000.0
1 koordinasi dan Temangg a an 0 koordinasi Temangg perjalanan n 00
ung ung
konsultasi dalam perjalanan dan konsultasi dinas dalam
daerah dinas dalam daerah daerah
dalam
daerah
Jasa Pelayanan Kab. Terlaksana | bul 12 | 150.000.0 | Jasa Kab. Terlaksanany | bula 12 | 150.000.
T T
perkantoran emange nya an 00 Pelayanan emange a pelayanan : 000
ung ung
pelayanan perkantoran administrasi
administra perkantoran
Si
perkantora
n
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Program

peningkatan

sarana dan
prasarana
aparatur
1 Pengadaan Kab. Tersediany | bul 12 | 225.000.0 | [Pengadaan Kab. Tersedianya | bula 12 | 300.000.
perlengkapan Itre]rgnangg a an 00 perlengkapan 'l:tra]?angg perlengkapa n 000
gedung kantor perlengkap gedung kantor n gedung
an gedung kantor
kantor
2 Pemeliharaan Kab. Terpelihara | bul 12 | 130.000.0 | [Pengadaan Kab. Terpeliharan | bula 12 | 200.000.
Kendaraan Dinas Temangg nya an 00 Kendaraan Temangg ya : 000
ung ung
Operasional Kendaraan Dinas Kendaraan
Dinas Operasional Dinas
Operasiona Operasional
| dan
mantri
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pajak

3 Pemeliharaan Kab. Terpelihara | bul 12 | 30.000.00 | |Pemeliharaan | Kab. Terpeliharan | bula 12 | 50.000.0
rutin/berkala Temangg nya an 0 rutin/berkala Temangg ya gedung : 00
ung ung
gedung kantor gedung gedung kantor kantor
kantor
4 Pemeliharaan Kab. Terpelihara | bul 12 | 10.000.00 | [Pemeliharaan | Kab. Terpeliharan | bula 12 | 25.000.0
rutin/berkala Temangg nya an 0 rutin/berkala Temangg ya n 00
ung ung
perlengkapan perlengkap perlengkapan perlengkapa
gedung kantor an gedung gedung kantor n gedung
kantor kantor
5 Pemeliharaan Kab. Pemeliharaa | bul | 12 30.000.00 | Pemeliharaan | Kab. Terpeliharan | bula 12 | 50.000.0
rutin/berkala Temangg an 0 rutin/berkala Temangg ya n 00
ung ung
peralatan gedung rutin/berkal perlengkapan perlengkapa
kantor a perlalatan gedung kantor n gedung
gedung kantor
kantor
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BAB I
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN DPPKAD
TAHUN 2018

3.1Telaahan terhadap kebijakan nasional
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada
kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah
yang baik menghasilkan kesimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi
dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memenfaatkan potensi pembiayaan

daerah

3.2Tujuan dan sasaran Renja DPPKAD

Visi DPPKAD Kabupaten ditetapkan guna mendukung visi Daerah Kabupaten Temanggung
yang merupakan terjemahan dari visi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Untuk itu
DPPKAD menetapkan Visi sebagai berikut :
“Menjadi SKPKD yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel,
dan berorientasi pada pelayanan publik”

Untuk mewujudkan Visi DPPKAD di atas, pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan
dalam 4 misi, yaitu :

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

2. Melaksanakan pelayanan sesuai standar prosedur operasional;
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Membangun, meningkatkan, dan melaksanakan sistem pengendalian internal;

Membangun, meningkatkan, dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi.

TUJUAN

Dalam rangka mempermudah memberikan gambaran mengenai tujuan yang akan

dicapai BPPKAD vyaitu “Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan

akuntabilitas aset daerah”

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai oleh BPPKAD vaitu :

1. Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan
daerah;

2. Meningkatnya tertib administrasi aset.

Target Kinerja BPPKAD

Target Kinerja yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan adalah :

1. Tersusunnya KUA dan PPAS (2 dokumen);

2. Tersedianya sapras perlengkapan gedung kantor;

3. Tercapainya pemasukan PPB-P2 sesuai target (1 Dokumen);

4. Terpeliharanya SIKD (1 Aplikasi);

5. Tertibnya administari gaji (12 Bulan);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Terlasananya koordinasi, monitoring, evaluasi pendapatan asli daerah (35 SKPD);

target ( 2 SKPD);

. Tersedianya pembukuan, inventarisasi & pelaporan karcis retribusi daerah sesuai

Terlaksananya pendataan wajib/pajak daerah, penyampaian SKPD &SPPT PBB,

pemungutan pajak daerah ( 266 Desa & 23 Kelurahan);

. Terverifikasi nya DPA ( 1 dokumen);

Terlaksananya penatausaan keuangan daerah dan SKPD (81 SKPD);
Terselenggaranya penyusunan perda & perbup APBD (3 perda & 3 perbup);
Terverifikasinya RKA ( 1 dokumen);

Wajib pajak didesa/kelurahan se kabupaten Temanggung (266 desa
Kelurahan);

Tersusunya laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu (1 Dokumen);
Terwujudnya administrasi keuangan yang benar (81 SKPD);
Terimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah (81 SKPD);
Terbayarnya jaminan social bg PTT & tenaga kontrak (12 Bulan);

Tercapainya penatausahaan yg tertib di 80 SKPD;

23

Terlaksananya analisa kebutuhan & invenatrisasi barang milik daerah serta

pengamanan barang milik daerah dg pemasangan plang tanda kepemilikan barang

milik daerah (80 SKPD);
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20. Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah yang mangkrak & penghapusan
barang milik daerah ( 80 SKPD).

3.3 Program dan Kegiatan Program

A. Program

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3. Program pembinaan & fasilitas pengelolaan Kabupaten/kota

4. Program pembinaan & pengembangan aparatur

5. Program pengelolaan barang milik daerah.

B. Kegiatan

1. Penyusunan KUA & PPAS

2. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan

3. Penyusunan Informasi keuangan daerah

4. Pengelolaan administrasi gaji

5. Percepatan pemasukan PBB & Intensifikasi pajak daerah

6. Penyusuna Perda ttg Pajak Daerah

7. Penyusunan buku potensi pajak daerah

8. Monitoring dan evaluasi PAD

9. Penelitian & pengesahan DPA

10. Pengelolaan keuangan daerah

11.Penyusunan perda & perbup tentang APBD kabupaten Temanggung
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12.Verifikasi & penelitian RKA

13.Pendataan massal SISMIOP obyek/subyek PBB-P2

14.Penelusuran, penagihan & penanganan permasalahan pajak daerah
15.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

16.Pengelolaan administrasi pajak daerah

17.Percetakan SPPT PBB-P2

18.Pemutakhiran obyek pajak daerah

19.Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

20.Asistensi penyusunan laporan keuangan

21.Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (Bg PTT & tenaga Kontrak)
22.Penyediaan jaminan social tenaga kerja PNS

23.Pengelolaan barang milik daerah

24.Analisis kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah

25. Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah
26.Pembinaan pejabat pengurus barang

27.Pemeliharaan SIMBADA

28.Pensertifikatan tanah pemerintah daerah

29.Lelang Tanah Bengkok kelurahan
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah dokumen
perencanaan BPPKAD untuk periode Tahun 2018 yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan brorientasi
pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun diTahun 2018.

Rencana Kerja BPPKAD tahun 2018 ini mengalami beberapa perbedaan jika
dibandingkan dengan Rencana Kerja BPPKAD Tahun sebelumnya, khususnya untuk renja BPPKAD
Tahun 2015 dan 2016, perbedaannya tersebut disebabkan oleh penggunaan rujukan yang
berbeda dimana Renja BPPKAD Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung
tahun 2013-2018 sedangkan Renja DPPKAD Tahun 2015 dan 2016 masih menggunakan RPJMD
sebelumnya yaitu periode RPJMD Tahun 2008-2013.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan/kinerja
yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.
KEPALA BPPKAD

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. Kristri Widodo, M.Si.

Pembina Tingkat |
NIP : 19661211 199403 1 005
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RENCANA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH

TAHUN 2018

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
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Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018, Renja
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018
merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung

Renja adalah merupakan penjabaran dari Rencana strategis SKPD yg merupakan
penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renja SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada di SKPD.

Demikian Renja SKPD ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala BPPKAD
Kabupaten Temanggung

Ir. Kristri Widodo, M.Si.

Pembina Tingkat |
NIP : 19661211 199403 1 005
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